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PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.Dp

=

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan
terakhir S1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya
disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxXXXXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon™;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni

2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan
Register Perkara Nomor 479/Pdt.G/2021/PA.Dp, tanggal 17 Juni 2021,
mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang

telah menikah pada tanggal 22 Desember 2013 dan telah dicatat oleh

Kantor urusan Agama XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX, sesuai Nomor

3/3/1/2014, tanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

rumah orang tua Termohon di alamat Termohon sebagaimana tersebut di

atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da

dukhul);
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak.;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
a. Termohon seringkali cemburuan tidak jelas, sehingga ketika
Pemohon keluar rumah untuk bekerja atau sekedar duduk bersama
tetangga Termohon selalu marah dan menuduh Pemohon
berselingkuh, sehingga hal tersebut membuat Pemohon tertekan;
b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan sedangkan Pemohon
sangat menginginkan keturunan dari Pernikahan bersama Termohon;
c. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami,
yaitu Termohon selalu mengatur segala urusan rumah tangga sendiri
tanpa ada komunikasi dengan Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama
lagi sejak kurang lebih Tanggal 12 Juni 2021, Pemohon dan Termohon
pisah ranjang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun
Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta
sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan
ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan
damai oleh Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Dompu;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;
SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan akan tetapi pada
sidang selanjutnya terutama dalam tahapan jawab-jinawab dan pembuktian
serta pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rusydiana
Kurniawati Linangkung, S.H.l.) tanggal 12 Juli 2021, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar
kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem/1.6/860/WD/V1/2021

tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX. Bukti tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/1/2014 tanggal 02 Januari

2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan

Agama XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXX. Bukti tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi-saksi:
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1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, bertempat tinggal di

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, Kelurahan Karijawa, XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX  XXxxX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah teman Pemohon sejak tahun 2018;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung,
namun memiliki anak angkat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Pemohon;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama
lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah Termohon seringkali cemburuan tidak jelas,
sehingga ketika Pemohon keluar rumah untuk bekerja, Termohon
curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga hal tersebut
membuat Pemohon tertekan;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendengar langsung
Termohon menelpon Pemohon saat Pemohon berada di rumah
Saksi agar Pemohon segera pulang dan curiga Pemohon sedang
bersama wanita lain;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah
tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta
sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing

sebagai suami istri;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh
Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

2. Sofiansyah Bin Syamsudin, umur 41 tahun, agama Islam,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Nata, XXXXXX, XXXX XXXX,

XXXXXXXXK XXXX, XXXXXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;

- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama
lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon adalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan
tanpa sepengetahuan Pemohon utnuk menemui pria idaman lain;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah satu kali melihat
langsung Termohon TikTok berduaan dengan pria lain di kebun
milik Termohon, Saksi juga pernah melihat foto Termohon berdua
dengan laki-laki lain di Facebook;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah
tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta
sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing
sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh

Keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
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- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat
bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan
tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan
Termohon hanya hadir pada saat persidangan pertama, dan pada hari
persidangan yang telah ditentukan selanjutnya pasca upaya mediasi,
Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau
kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir kembali
dalam persidangan selanjutnya berdasarkan alasan yang sah, terlebih dalam
tahap jawab jinawab dan pembuktian, maka harus dinyatakan Termohon telah
melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dengan membantah dalil-
dalil permohonan Pemohon atau pula patut diduga bahwa Termohon telah
membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli
Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur’an juz Il halaman 405 yang diambil alih

menjadi pendapat majelis sebagai berikut:
6> Y pllb 9g8 iz o) 5 pluoll pS> o 2SI LIl 5 o
a

Artinya: “barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang
dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta
dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Sofiansyah Bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik
yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana
ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat
tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat
(bindende), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat
diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan alat bukti yang
tidak relevan untuk membuktikan kewenangan relatif Pengadilan Agama
Dompu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus

dikesampingkan. Namun demikian, Termohon telah tidak hadir dan tidak pula

7
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menyampaikan eksepsinya, dan ternyata berita acara relaas panggilan yang
ditujukan kepada Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, maka
Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 22
Desember 2013 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang
berkepentingan dan mempunyai hak (legal standing) untuk menjadi pihak-
pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti
bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek
hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman
sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut
untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka
persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga
memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat
(1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai
pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian
antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon,
bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
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Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah
pada tanggal 22 Desember 2013 dan dari perkawinan tersebut Pemohon
dan Termohon belum dikaruniai anak.;
2.
Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan Termohon seringkali cemburuan tidak jelas, sehingga ketika
Pemohon keluar rumah untuk bekerja atau sekedar duduk bersama
tetangga Termohon selalu marah dan menuduh Pemohon berselingkuh,
sehingga hal tersebut membuat Pemohon tertekan;
3.
Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah
Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan
Pemohon untuk menemui pria idaman lain;
4.
Bahwa, akibat perselisihan dan pertengakaran tersebut Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah
berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
5.
Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Keluarga Pemohon
dan Termohon, dan telah diupayakan mediasi melalui Mediator Pengadilan
Agama Dompu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan
telah melakukan hubungan badan (ba’da dukhul);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran
dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh
berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan baik melalui upaya Mediasi
maupun dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Pemohon dan
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Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul
sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan
Pemohon bersikukuh tidak lagi berkeinginanan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh
melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup
di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi
solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan
harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman
Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 130:
aizaw oo WS alll iy 18 a5, olg
Artinya: Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan
kecukupan masing-masing dari usahanya;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat
pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Figh as-Sunnah juz Il

halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai
berikut:

0lSs 2ol wlyic] ol azg )l aiy wiolall o) algss e 15Lo
wolill =& g lglliol u & psianll plgs ass Gl Y Las sl
sl aallo lgalls Logis Mol o5

Artinya: Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik
dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik
rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun
kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka
hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi
perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup
beralasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dinilai telah
pecah dan rusak (broken marriage), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan
Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah terjadi
perceraian dengan Termohon, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
kepada Termohon dengan satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam register yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ardiansyah, S.Pd. bin
Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan
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tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Harisman, S.H.l sebagai Ketua Majelis,
Sriyanto, S.H.l., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.l., M.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Sriyanto, S.H.l., M.H. Rochmat Hidayat, S.H.l., M.H
Panitera Pengganti

Suhadah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :  Rp 320.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)
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